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GUBERNUR NU8A TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR lc TAHUN 2019

TEN?ANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUCAS DAN FUNGSI

SERTATATAKER.IADIITASLINGKUNGANHIDUPDANKETIUTANAN
PROVINSI NU9A TENGGARA TIMUR

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menlmbang:a'bahwaberdasarkanPeraturanDaerahProvinsiNusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pemblntukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor I
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b.bahwasesuaiketentuanPasal4PeraturanDaerahProvinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, ketentuan
mengenai k"drtd,,k"tt, susunan organisasi' tugas dan

tung-sl, serta tata kerja Perangkat daerah dan unit kerja di

bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi' Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menglngat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembeitukan Daerah-daerah Tingkat I Baii' Nusa

Tenggara Barat clan Nusa Tenggara Timur (l'embaran

Neglia Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

164e1;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20II Nomor 82'
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

sz3a\:!,



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbal;.an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN' SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Ttmur. p

6.

7.



2.

J.

5.

6.

pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah'
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'
sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
bi.r"* r.irr-gt rngan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat
oinas adallah dinas l,ingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa

Tenggara Timur.
Tata""Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang- tersusun secara sistematrs'

tahap d-emi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus

ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan'
f.fot"pot Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunju,klan
irg"", t""gg"ngiawab, w-ewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

daTam satiin &ganisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan/ atau keterampilan t€rtentrr s'erta bersifat mandiri'
Unit Pelaksana Teknis Daerah yalg selanjutnya disingkat UPTD adalah

Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
C"f"t g Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara

urusai pemerintahan bidang kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja

dinas dengan wilayah kerja tertentu.

BAB II
KEDUDUI(AN

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang

lingkungan hiaup dan kehutanal yang menjadi kewenangan Daerah'

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggStng- jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah'

BAB ITI

SUSUNAIiI ORGANISASI

Passl 3

(1)DinassebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)'terdiriatas:
a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri atas :

1. Bidang Penataan dan Pemanfaatan;

2. Bidang Pengendalian dan Perlindungan;

3. Bidang Pembinaan; dan

4. Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan
Perhutanan Sosial.

c. Kelompok Jabatan Fungsional;

d. UPTD; dan

7.

8.

9.

to.

(1)

(2)

e. Cabang ninas. Q
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(2|BidangPenataandanPemanfaatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
huruf b angka 1, terdiri atas :

a. Seksi Tata Lingkungan dan Kehutanan;

b. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan

c. Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan'

(3)BidangPengendaliandanPerlindungansebagaimanadimaksudpadaayat
(11 huruf b angka 2, terdiri atas :

a. Seksi Pengamanan dan Penegakan Hukum;

b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan; dan

c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem'

(4) Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3'

terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaal Sampah dan Limbah 83;

b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai; dan

c. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan'

(5) Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Pertrutanan

Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 ' terdiri atas:

a. Seksi PemberdaYaan MasYarakat;

b. Seksi PenYuluhan; dan

c. Seksi Bina Usaha Kehutanan.

(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a' dipimpin oleh

sekretaris yang Lerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(7) Bidang sebagairnana dirnaksud' pada ayat (f) huruf b, dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada KePala Dinas'

(S) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a a1Ck1 1- sampai

denganlngka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepad.a Sekretaris'

(9) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai dengan ayat (5)'

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paeal 4

(1) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

^vit 
(t), adalah sebagaimana tercantLrm dalam Lampiran dan mempakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

(21 Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatui dengan Peraturan Gubernwt. Q

t.
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BAB W

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a. perurnusa-n kebijakan di bidang linglr:ngan hidup dan kehutalan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

BAB V
JABATAN TUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (lf huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
terdiri atas sejumlah ter:aga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas
usul Kepala Dinas.

(3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
UPTD

Pasal 8

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah kerja rnencakup satu atau beberapa Kabupatenr/Kota-

(21 UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan
organisasi, tugas dan fungsi UPTD se-bagaimana dimaksud pada ayat (1),
diafur dengan Peraturan Gubernur- Q



BAB VII
CABANG DINAS

Pasal 9

(1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di

bidang Kehutanan dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/ Kota'

(2\ Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

meliputi satu atau llbih xabupa ten /Kota dalam Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur'

(3) Peralg!<at Daerah yang dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/ Kota'

p"rr".t-t r^tt jabatan i"titt p"t"ttgkat Daerah dimaksud hanya setingkat

administrator, kecuali pada Sekretariat'

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai- nomenklatur' jumlah dan jenis' susunan

organisasi, tugas dan fungs=i Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada

ty"t 1f1 diatr:r dengan Peratr:ran Gubernur'

BAB VIII
TATA KER.IA

Patal 1O

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan -prinsip
koordinasi, integrasi, sinironisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan

sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-

masing.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud .dalam 
Pasal 2 ayat (2)' dalam

melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' berkew4jiban

memberikan petunjut, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan

dari ,r.r"...-rr.t"..i pembantu dan pelaksana yang berada dalam

lingkungan kerjanYa.

Pasal 12

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas w4jib mengawasi

bawahannya masing-masinf arr. AU terjadi penyimpangan agar rnengatnbil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB D(

PEITGANGKATAN DAIT PEMBERHENTIAN

Pasal 13

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-u ndangan. /

o



BAA X

XETEIfTI'AI5 PTRALIHAIT

Pessl 14

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai

melaksanakan tugasnya sampai dengan

berdasarkan Peraturan Gubernur ini'

BAB XI

KEIENTUAI| PENUTUP

Pa$l 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku' maka :

a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, sr,",,tt- 5tg'rri"#' Tog"s dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

LingkunAan nia.p ptoufrJ rtr't"^ tti'gg"ta. Timur (Berita Daerah Provinsi

lltJ" r.igg*" Timur Tahun 2016 Nomor o62);

b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8O Tahun 2O16 tentang

Kedudukan, sn"l,,'ut' d[-""i"lT' r'"g"" dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kehutanan provinsl Nusl Tenggara hmur (Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2O16 Nomor O77);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasd 16

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan 
-pltt"tp"t"tttwa dalam Berita Daerah Frovinsi Nusa

Tenggara Timur-

DitetaPkan di KuPang
pada tanggal N JAtoq'4gl 2oL9 

t
I cunnnnun NYK rElccARA TIMUR1I

It/ -/W
,IVIKTOR BI'ITGTILU I,AISKODAT

Diundangkan di KuPang
pada tanggal 9J 'l*PUngt 

2or9

SEKRETARIS DAERITH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR' /{"

berlaku, Pejabat Yang ada

ditetapkan Pejabat Yang

tetap
baru

ry

r BEIr rUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR IJ



LAMPIRAN TENGGARATIMUR
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PERATURAN GUBERNUR NUSA
NOMOR : l& TAHUN 2019
TANGGAL :eldA.(rcJAFl

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKT'NGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I ouennuun trusa ENGGARA TIMUR

KEPALA

BIDANG
PENATAAN

DAN PEMANFAATAN

BIDANG
PENGENDALIAN DAN

PERLINDUNGAN

BIDANG
PENINGKATAN KAPASITAS

PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN

PERHUTANAN SOSIAL

BIDANG
PEMBINAAN

SDKSI
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI
PENGELOLAAN SAMPAH

DAN LIMBAH E}3

SEKSI
TATA LINGKUNGAN DAN

KEHUTANAN

SEKSI
PENGAMANAN DAN

PENEGAKAN HUKUM

SEKSI
PENYULUHAN

SEKSI
PEMELIHARAAN

LINGKUNGAN DAN
PENGELOI,AAN DAERAH

ALIRAN SUNGAI

SEKSI
PENCKA^IIAN DAMPAK

LINGKUNGAN

SEKSI
PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN
KERUSAXAN

SEKSI
BINA USAHA KEHUTANAN

SEKSI
REHABILITASI HUTAN

DAN LA}IAN

SEKSI
PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN HUTAN

SEKSI
KONSERVAST SUMBER

DAYA AI-A.M DAN
EKOSISTEM

,, VIKTOR BU LAISKODAT


